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ABSTRAK

Realitas tanah timbul di wilayah pesisir Indonesia, termasuk di Kecamatan
Tayu, Kabupaten Pati, merupakan akibat proses alam seperti sedimentasi yang
menambah daratan baru. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana
dan jelaskan mekanisme perolehan hak atas tanah terhadap tanah timbul di
Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati? Bagaimana legalisasi tanah timbul dalam
penguasaan hak atas tanah menurut Pemerintah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata
Cara Penetapan Hak Atas Tanah dan Pendaftaran Tanah? Bagaimana kendala dan
upaya mengatasinya dalam penertiban penguasaan tanah timbul di Kecamatan
Tayu, Kabupaten Pati? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-empiris
dengan pendekatan kualitatif, menggabungkan studi literatur terhadap peraturan
perundang-undangan, wawancara dengan pejabat Badan Pertanahan Nasional
(BPN) dan pemerintah daerah, serta observasi lapangan pada wilayah pesisir
Kecamatan Tayu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme perolehan hak
atas tanah timbul di Kecamatan Tayu secara normatif harus melalui prosedur
administrasi pertanahan sesuai Undang-Undang Pokok Agraria dan peraturan
pelaksananya. Berdasarkan PP No. 16 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sumber
Daya Alam di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, tanah timbul dipandang
sebagai tanah negara yang pemanfaatannya berada di bawah kewenangan
pemerintah. Penertiban penguasaan tanah timbul di Kecamatan Tayu menghadapi
sejumlah kendala, seperti kurangnya pemahaman masyarakat terhadap status
hukum tanah timbul, lemahnya pengawasan dari pemerintah daerah, serta tumpang
tindih kepentingan antara individu, kelompok masyarakat, dan pemerintah. Upaya
yang telah dilakukan pemerintah meliputi sosialisasi hukum pertanahan, pemetaan
partisipatif, dan koordinasi lintas sektor. Kesimpulannya, implementasi kebijakan
pengelolaan tanah timbul membutuhkan penguatan data spasial, koordinasi lintas
lembaga, regulasi daerah yang jelas, dan partisipasi aktif masyarakat. Pendekatan
yang mengintegrasikan teori hukum agraria dan tata ruang akan memastikan
legalisasi tanah timbul berjalan adil, tertib, dan berkelanjutan.
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ABSTRACT

The emergence of land in coastal areas of Indonesia, including in Tayu Subdistrict,
Pati Regency, is the result of natural processes such as sedimentation that add new
land. The research question in this study is: How and explain the mechanism for
acquiring land rights over newly emerged land in Tayu Subdistrict, Pati Regency?
How is the legalization of land emergence in land rights acquisition regulated
under Government Regulation No. 16 of 2016 on Procedures for Determining Land
Rights and Land Registration? What are the challenges and efforts to address them
in the regulation of land rights acquisition on emerging land in Tayu Subdistrict,
Pati Regency? The research method used is legal-empirical with a qualitative
approach, combining literature review of regulations, interviews with officials from
the National Land Agency (BPN) and local government, as well as field
observations in the coastal areas of Tayu Subdistrict. The research findings
indicate that the mechanism for acquiring rights to emerged land in Tayu
Subdistrict, in accordance with the law, must follow the administrative procedures
for land management as stipulated in the Basic Agrarian Law and its implementing
regulations. Based on Government Regulation No. 16 of 2016 concerning the
Management of Natural Resources in Coastal Areas and Small Islands, emerging
land is considered state land whose utilization is under the authority of the
government. The regulation of land acquisition in Tayu Subdistrict faces several
challenges, such as a lack of public understanding of the legal status of emerging
land, weak oversight from local governments, and conflicting interests between
individuals, community groups, and the government. Efforts undertaken by the
government include land law socialization, participatory mapping, and cross-
sectoral coordination. In conclusion, the implementation of reclaimed land
management policies requires strengthening spatial data, inter-agency
coordination, clear local regulations, and active community participation. An
approach that integrates agrarian law and spatial planning theories will ensure
that the legalization of reclaimed land is fair, orderly, and sustainable.

Keywords: Legalization, Registration of Reclaimed Land, Tayu
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